Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Menbership

Aspek-aspek hukum pidana dalam undang-undang jaminan fidusia =
Criminal law aspects and policiesin the fiduciary act

Ronny Oktahandika, author

Deskripsi Lengkap: https:/lib.ui.ac.id/detail 71d=20510167& |okasi=Iokal

Perkembangan Ekonomi di Indonesia mendorong timbulnya permasal ahan baru dalam jaminan fidusia
seperti munculnya hak-hak baru dan modus-modus baru kejahatan dalam Jaminan Fidusia. Dalam beberapa
putusan pengadilan, Mgjelis Hakim lebih memilih menggunakan ketentuan Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP
daripada menggunakan Pasal 35 atau Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Hal
tersebut telah mengesampingkan asas hukum lex specialis derogate legi generali. Kurangnya ketentuan
pidana dalam UUJF menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap perbuatan pidana yang
berhubungan dengan jaminan fidusia. Kebijakan hukum pidana dalam UUJF masih belum memenuhi
kebutuhan masyarakat khususnya mengenai penegakan dan pemberian kepastian hukum. Penelitian ini
ditujukan untuk mengetahui dan memahami pengaturan dan aspek-aspek hukum pidana dalam UUJF,
kendala dalam praktek penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana yang akan datang. Dalam penelitian
ini, jenis Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan sejarah,
undang-undang, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa aspek hukum pidana dalam
UUJF penerapannya masih minim untuk dilakukan, pengesampingan asas hukum lex specialis derogate legi
generali dapat diberlakukan dalam hal objek jaminan fidusiatidak didaftarkan, terdapat beberapa tindak
pidana yang berhubungan dengan jaminan fidusia yang tidak diatur didalam UUJF, dalam hal kebijakan
hukum pidana, UUJF masuk kedalam ruang lingkup hukum keperdataan, penggunaan hukum pidana
digunakan sebagai ultimum remidium sehingga pemberian sanksi pidana ditujukan untuk mendorong
penyelesaian ekonomi terlebih dahulu dibanding pidana badan. Konsep keadilan restoratif melalui mediasi
penal dapat dijadikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan.

...... Economic development in Indonesia encourage the emergence of new problemsin fiduciary such asthe
emergence of new rights and new crimesin fiduciary. In several court decisions, the Judges prefersto use
the provisions of Article 378 or Article 372 KUHP rather than Article 35 or Article 36 Fiduciary Act. This
has ruled out the legal principle of lex specialis derogate legi generali. The lack of criminal provisionsin
Fiduciary Act resultsin ineffective law enforcement of criminal acts related to fiduciary. The criminal
policy in Fiduciary Act still cannot fulfill the community needs, especialy regarding of the law enforcement
and legal certainty. Thisresearch isaimed at knowing and understanding the regulation and criminal aspects
in Fiduciary Act, the obstacles of law enforcement and criminal policies in the upcoming laws. In this study,
the type of research used was Normative Juridical using historical, legal, conceptual and case approaches.
The results of the study concluded that the existence of criminal law aspects in the form of special criminal
provisions in Fiduciary, whose application is still minimal, the legal principle of lex specialis derogate legi
generali can be applied in Article 35 and Article 36 Fiduciary Act in terms of the fiduciary object was not
registered, there are several criminal acts related to fiduciary that are not regulated in Fiduciary Act. Interms
of criminal policy, The Fiduciary Act was included in the scope of civil law, criminal law used as ultimum
remidium so that criminal sanctions are intended to encourage economic settlement first. The concept of
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restorative justice through penal mediation can be used as an alternative dispute resolution.



